
 

 
 

 
BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 62 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 94 TAHUN 

2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN 

 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JAYAPURA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JAYAPURA 

Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94            
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jayapura belum mengatur mengenai Manajemen Data, 
Manajemen Pembangunan Aplikasi SPBE, dan Kebijakan 

internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka 
perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022  tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

    2.  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001  Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

                     3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Nomor 4843) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
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    4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang 
Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2010  Nomor  99,  Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang 
Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012            
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia                 Nomor 5348); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang 
Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoenesia Nomor 5357); 

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Rakyat; 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Nomor 6178); 

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 



 

 
 

 

3 
 

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara                  

Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum 
Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika                     
Nomor 41/PER/MENKOMINFO/11/2007 tentang Panduan 

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Nasional; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor 
1829); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                   
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);  

19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi 
Papua; 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 35); 

21. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita 

Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 94); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 94 TAHUN 2022 

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JAYAPURA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2022 Nomor 94) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16 

 (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk 
 menjaga dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar 

simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.  

 (2) Pengunaan Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

 a. membuat keterhubungan dengan jaringan Intra Pemerintah;  
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 b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang 

 menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan 
 Informatika; dan 

 c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala 

 lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang 
 keamanan siber dan persandian. 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

(1) Aplikasi  SPBE  digunakan oleh  Perangkat  Daerah  untuk 
memberikan Layanan SPBE   sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Aplikasi Umum; dan  

b. Aplikasi Khusus. 

(3) Pembangunan  dan  pengembangan  aplikasi  SPBE  dapat                    

dilakukan oleh: 

a. Perangkat  Daerah  yang  membidangi  Komunikasi  dan 

Informatika; dan/atau 

b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan     
aplikasi SPBE. 

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan 
penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan 

siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:  

a. kajian kebutuhan;  

b. rancang bangun;  

c. implementasi;  

d. pengujian kelaikan; 

e. pemeliharaan; dan  

f. evaluasi. 

(5) Sebelum  melakukan  pembangunan  dan  pengembangan aplikasi 

SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari 
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi 
dan Informatika. 

(6) Pembangunan  dan  pengembangan  aplikasi  SPBE  harus 
memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan 

pengembangan aplikasi SPBE. 

(7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan aplikasi harus 
dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi 

Komunikasi dan Infomatika. 

(8) Aplikasi  SPBE  yang  dibangun  dan  dikembangkan  oleh 

Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah. 

(9) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber (source code) dan 
aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

untuk ditempatkan dalam suatu sistem elektronik melalui Perangkat 
Daerah yang membidangi Komunikasi dan Infomatika. 
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(10) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyelenggarakan pusat 

aplikasi (repositori) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau 
program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk 
menunjang suatu aplikasi program. 

(11) Kode  sumber  dan  aplikasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (8) 
harus disertai dokumen elektronik paling sedikit: 

a. detail  teknis  database  (detail of database engineering design); 

b. desain teknis pengembangan aplikasi; 

c. manual bagi administrator; 

d. manual bagi pengguna; 

e. manual instalasi; dan 

f. manual penanganan masalah (troubleshoting). 

(12) Keterpaduan  pembangunan  dan  pengembangan  aplikasi SPBE   

dikoordinasikan   oleh   Perangkat   Daerah   yang 

bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika. 

(13) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan 

penggunaan kode sumber terbuka. 

(14) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 

menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus 

mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang 

bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika. 

(15) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan aplikasi 

SPBE, Pemerintah Daerah menetapkan: 

a. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dengan  tentang 

pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 

b. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan aplikasi yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 

(16) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan 

memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, 

keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh satuan kerja 

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dengan dibuat pedoman yang mengatur 

keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit 

Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten 

Jayapura. 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32 

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

huruf b, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, 
mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 

pembangunan. 
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(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk 
menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan 

antar instansi. 

(3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip  

bahwa  data  yang  dihasilkan  oleh  produsen  data harus:  

a. memenuhi  standar  data,  yang  terdiri  dari  konsep, definisi, 
klasifikasi, ukuran, dan satuan; 

b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam 
metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang 

baku; 

c. memenuhi    kaidah    interoperabilitas    data,    dengan 
ketentuan    bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, 

struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi 
keterbacaan, serta data harus disimpan  dalam  format  terbuka  
yang  dapat  dibaca sistem elektronik; dan 

d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk. 

(4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi 

dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggara Satu            

 Data   Indonesia tingkat daerah, yang dilaksanakan oleh: 

a. Pembina   data,   yaitu   instansi  vertikal   badan   yang 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di 
Kabupaten Jayapura; 

b. Walidata, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi 
statistik; 

c. Walidata pendukung, dilaksanakan  oleh pejabat yang ditugaskan  
dan  berkedudukan  pada  masing-masing Perangkat Daerah; 

d. Produsen  data,  yang  ditugaskan  dan  berkedudukan pada 

masing-masing Perangkat Daerah. 

(6) Penyelenggaraan  tata  kelola  data  terdiri  atas  tahapan 
perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan 

penyebarluasan data. 

(7)  Dalam  pelaksanaan  manajemen  data,  Perangkat  Daerah 
berkoordinasi  dan  dapat  melakukan  konsultasi  dengan Perangkat 
Daerah yang membidangi Statistik. 

(8)  Manajemen Data dilakukan melalui Proses Pengelolaan arsitektur 

Data, Data Induk, Data reformansi, basis data, Kualitas Data dan 
interoperabilitas Data. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 

 

Ditetapkan di Sentani 

pada tanggal 11 Juli 2023  

  Pj. BUPATI JAYAPURA 

ttd. 

   TRIWARNO PURNOMO 

Diundangkan di Sentani 

pada tanggal 12 Juli 2023       

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 

ttd. 

 HANA S. HIKOYABI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 62 

                    salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


